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PERATURAN DATRAII KABUPATEIV TANA TIDUIYG

NOMOR 2 TAIIUI{ 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAI(

DENGAil RAIIMAT TUIIAN YAITG MAIIA ESA

BUPATI TANA TIDUITG,

: a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan
Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan
martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak
sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-
cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis,
mempunyai ciri dan sifat khususnya yang menjamin
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa
depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan
seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental,
maupun sosial;

b. bahwa Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan
orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab
terhadap penyelengga.raan anak;

c. bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen untuk
melakukan upaya perlindungan anak dipandang perlu
untuk ditindak lanjuti dan dijabarkan secara sistematis
dan Komprehensif dalam suatu kebijakan
penyelenggaraan perlindungan anak yang terkoordinasi,
terarah, terpadu dan berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu dibentuk
peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang
Perlindungan Anak;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun L974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 30 19);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun t974 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3O39);



3.

4.

5.

8.

q

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun L979 tentang
Kesejaf,teraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indoiresia Tahun lg7g Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 32a31;

undang-undang Nomor 23 Tahun L992 tentang
Kesehian (l.,embaran Negara Republik IndonesiaTahun
Lgg2 Nomor 1OO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3a95);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1995 tentang
permaslarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 361a);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun L997 tentang
Republik Indonesia
Lembaran Negara

Pengadilan Anak (Lembaran Negara
Tahun L997 Nomor 9, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 3668);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyan?ang Cacat (Lembaran Negara Republik
Indonesia T*hr., lgg7 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 367O);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotlka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
lggr Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3698);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang
pengesihan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum
untik di perbolehkan Bekerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun t999 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

undang-undang Nomor 39 Tahun L999 tentang Hak
Asasi il{anusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

undang-undang Nomor 4O Tahun 1999 tentang pers,

(Lemba:ran Ne[ara Republik Indonesia Tahun 1999

ilo*o. 166 tamUatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OOO tentang
p"rrg""ihan Koitvensi ILO 182 tentang pelarangan dan
Tindakan segala Penghapusan Bentuk-Bentuk
pekerjaan Terburuk untuk anak (Lembaran Negara

i"prrfitit Indonesia Tahun 2OOo Nomor 3O, Tambahan
l,emUaran Negara Republik Indonesia Nomor 39a1);

13. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2ooo tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara

7.



Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 208 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ao26l;

14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2oo2 tentang

Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2oa2 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2351;

15. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang

Pemerintahan 
-Daerah (kmbaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana
telih diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2oo8 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun20OsNomor59'
tamuatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

484$;

L6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Adminiitrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tanrrbahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomora6T6|;

L7 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2oo9 tentang
Kesejaf,teraan sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oog Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a9671;

18. Undang Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zotl
Nomor g2, Timbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a\

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Usaha

Kesejahteraan Anak bagi yang mempunyai Masalah
(LembaranNegaraRepuutit<IndonesiaTahunl9SS
Nomor 20, timbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33671;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2oa7 tentang
pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara

ifepublik IndonesL Tahun 2OO7 Nomor 123, Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraT6S|;

2L. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1-990 tentang
pengesahan Convention on The Rights oe The Child
(Kot r.t 

"i 
Tentang Hak-Hak Anak);

22. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2oo2 tentang

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;



23.

24.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2OO2 tentang
Reircana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi
Seksual Komersial Anak;

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2oo2 Tentang
Reircana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan
Perempuan dan Anak (Trafiking);

25. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2AO4 tentang
Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Dengan PersetuJuaa Bersama

DEtrIAIT PERWAIilLAIT RAI(YAT DATRATI KABUPATEIT TANA TIDT'ITG

dan

Menetapkan :

BUPATI TAITA TIDI'ITG

ME}IUTUSKAIT

PERATURAN DAERAII TENTAIVG PERLIITDUNGAN AITAK

1.
2.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung
pemerintah Daerah La*"n Bupati beserta seluruh perangkat daerah

sebagai unsllr penyelen ggar a pemerintah daerah'
nupati Adalah Bupati kabupaten Tana Tidung'
Oewan Perwakilan Rakyal daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah DPRD Kabupaten Tana Tidung.
Kabupaten adalah Kabupaten Tana Tidung
Satuan Kerja Perangkatbaerah/Dinas yang selanjutnya disebut SKPD

adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas

mengelola anggaran dan barang Daerah .

Masfarkat "J"r.r, 
perseorangan, Kelu trBd, Kelompok dan organisasi

sosial dan /organisasi Masyarakat.
Lembaga "*rdry" 

Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah

organilasi /Lembag" Yarrg dibentuk oleh Anggota masyaraka! warga

,r"f"." Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan

berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan- sosial yang

ditetapkan oleh oiganisasi / Gmbaga sebagai *"jYd partisipasi
masyiakat dalam .rp"y" meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat yang *"t itit Ueratkan kepada pengabdian scara swadaya'

Otgattisasi sosii yang selanjutnya disebut Orsos adalah Lembaga

/ylyasan/perkumiuran sosial yang dibentuk oleh Masyrakat baik
berbadan hukum malrpun tidak berbadan hukum yang berfungsi
sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha

kesejahteraan sosial ( UKS )

PerHlndungan Anak'adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungr "r"k dan hak-haknya agar 9"p?t hidup, sehat, 
- 
cerdas,

tumbuh [an berkembang serta-berfartisipasi secara Optimal sesuai

dengan harkat dan m-artabat kemanusian serta mendapat
p.tti"t arttgan dari keterlantaran' kekerasan dan diskriminasi'

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.



11. Anak adalah seseorallg yang belum benrsia 18 ( delapan belas ) tahun'

termaksud anak yang dalam kandungan'
12. Anak balita aadan anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima)

tahun, berada dalam tahap awal perkembangan Manusia.
13. Anak usia sekolah adalatranak y"ng berusia 6 (enam) sampai dengan

18 (delapan belas) tahun.
14. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan

bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang,p€tngan,
p"p"r,i..sehatan, pendidikin, fisik, maupun sosial secara wajar.

15. Anak yang *.nj"di korban tindak kekerasan adalah anak yang

mengaiami- periakuan salah seperti dianiaya, dihina yang

*"rriUrt ayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
16. Perdagangan anak adalah tindak pidna atau perbuatan yang

memenuhi salah satu atau lebih Lrnsur-unsur perekrutan, pengiriman,

penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan, pe.r1p.:.arr, penculikan, penyekapan,

penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau
p"nj.rrt i-1 hutang untuk tduan dan berakibat mengekploitasi anak'

17. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi

dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban

kerusuhan, rrrik fr1g menjadi pengungsi, anak korban bencana alam

dan anak dalam konflik bersenjata'
18. Anak yang berhadapan dengan Hukum 19"1"h anak yang berkonflik

dengan frutum dan anak korban tindak pidana'
19. Anak Kelompok Minoritas dan terisolasi adalah anak yang hidup

dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses

kebutuhan dasar.
2O. Anak yang terekploitasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu

untuk dipetce4atan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak
dibayar atau dibaYar.

21. Anak tereksploitasi Setcsual adalah penggunaan anak untuk tujuan

seksualita* d"rg* imbalan tunai atau a*am bentuk lain antara anak,

pembeli jasa ieks, perantara atau agen dan pihak lain yang

memperboleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak

tersebut.
22. Anakyang menjadi Korban penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang

menderita ketergantungan'teriradap NAIZA yang disebabkan oleh

penyalahgurr*"n-N Arui baik atas lemauan sendiri ataupun karena

dotottgart atau paksaaan orang lain'
23. Anak y*g menyandang cacat-adalah anak yang mengalami hambatan

fisik a"rr7"t ., mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan

perkembangan secara wajar.
24. Anak Korbal perlakuan i*"f, adalah anak yang mendapat perlakuan

yang tidak sesuai dengan hak-hak anak'
25. Anak korban tindak- kekerasan adalah anak yang mendapatkan

perlakuan kasar baik secara fisik , mental dan sosial.

26. Anak nakal adalah anak yang berprilaku menyimpang dari norma-

norrna masyarakat 
- 
merugikanlmembahayakan kesehatan

/keselamatan dirirry", met gganggu ketentraman dan ketertiban

masyarakat serta kihidupan keluarga dan atau masyarakat namun
perbuatannya masih dibawah kitegori yang dapat dituntut
hukum/Pengadilan.

ZT. pengan;i"6 Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan

kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang

bertanggung jawafian atas perawatan pendidikan dan pembesaran



anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua

angkat berd asarkan keputusan / penetapan pengadilan negeri'

28. Peigasuhan at at adalah kegiatan bimbingan'
pem-eliharaan,perawatan, dan pendidikan -secara 

berkesinambungan,
pemberian bantuan braya d,an/atart fasilitas lain untuk menjamin

tumbuh kembang anah secara optimal baik fisik, mental, spritual
maupun sosial.

29. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

dilindungi, dan dipEnuhi oleh orang trta, keluaraga, masyrakat,
pemerintah dan negara.

30. i{ewajiban Anak ad'alah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh

anak sesuai denga fungsi dan peran anak'
31. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah

wadah pembinaan dan p"i"y"tt"tt kesejahteraan anak baik milik
pemeriniah maupun *"syar*k"t yang melaksanakan kegiatan

pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan a1a!'
32. Rumarr perfnaungan Anak yang selanjutnya disingkat.RPA adalah

wadah pembina^t d"t pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang

melaksanakan kegialan pendampingan/bimbingan sosial,

pemeliharaan, perawatan, pendidikan, 
- 
dan kesehatan, bimbingan

i<eterampilan g,rn" menjamin agar anak tidak melakukan aktifitas

dijalanan sehirigga dapaltumbuh kembang secara wajar.

33. Rumah Perlindfngan- Sosial Anak yang selanjutnya. disingkat RPSA

adalah unit pelayinan perlindungan anak korban tindak kekerasan

dan perd"g.rrgro anak s-ebagai lanjutan dari penampungan sementara

yang b"rfr&;i memberikan pttiittdrrt gat pemulihan, rehabilitasi,
advokasi, dan mjukan.

34. Panti sosial taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingJcat PSTPA

adalah wadah pembinaan dan pelayan kesejahteraan "tt"k 
usia 0-5

tahun yang or*ng tuanya tidakmempunyai kemauan dan kemampuan

serta kesempatair dalam hal pengasuhan anak,yang dimingkinkan
untuk *"ny"l"trggarakan pelayanan kelompok barmain.

35. Kelompok LermIIn adalah *"a.h usaha kesejahteraarL anak dengan

mengutam"t." kegiatan bermain dan menyelengarakan pendidikan

pra lekofaf Uagi "i"t usia 3 (tiga) tahun sampai dengan memasuki

pendidikan dasar.
36. Pelayanan sosial bagi anak adalah pelayanan fisik, mental sosial yang

bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara

wajar.
37. Pelayanan sosial bagi anak terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak

yang or*rrg-i.r"rrry""tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.

3g. usaha Kesejahteri"r sosial anak adalah upaya pelayanan yang

teroganisasi ditujukan untuk menjamin terwqiudnya kesejahteraan

anak.
39. Profesi pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada

suatu t"r"ngr." ilmu, nilai dan ketrampilan teknis serta dapat

dijadikan *"li"rr" dalam pelaksanaan usahakesejahteraan sosial'

4O. Orang tua "a*un 
Ayah dan/atau Ibu kandurE, atau ayah dan/atau

ibu tiii, atau ayah dan/atau ibu angkat'
41. Wali adalah oi*rrg atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan

kekuasaan asuh iebagai orang tua terhadap anak.
42. Keluarga Adalah unil terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari

suami isteri dan anaknya,atau ayah dan anaknya,atau ibu dan

anaknya,atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke

bawah sampai dengan derajat ketiga'



BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan

Undang-indang Oasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hal-hak anak

"g", aapit hid,up, tum6uh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal

sJsuai d"rrg., 'harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi

ierwujudnya anak di Kabupaten Tana Tidung yang beriman dan bertaqwa,

cerdai, beikualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

BAB III
HAK DAN KEUIA^IIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak:

a. Untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar

sesuai harkat da; martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan

dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
b. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan ;

c. Atas suatu akta kelahiran yang sah yang diperoleh dan/atau diusahakan

oleh orang tuanya sesuai ketentuan perundang-undangan;
d. Untuk beribadah menutut agamanya dalam bimbingan orang tua ;

e. Untuk mengetahui orang tuanya, dibebaskan dan diasuh oleh orang

tuanya sendiri;
f. Dalam hal dan karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin

tumbuh kembang anak dan dalam keadaan terlantar , maka anak berhak

diasuh atau diJngkat anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. ivtemperoleh pelayaian kesihatan yang wqiar dan semestinya sertaa 
jaminan sosial a#i pemerintah sesuai kebutuhan fisik, mental spiritual
dan sosial;

h. Menyatakan dan didengar pendapatnya;
i. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan

kemauan, minat dan bakatnya;
j. Untuk mendapatkan kembali pendidikan

anak-anak putus sekolah;
k. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk mengembangkan diri

dan kemampuannya;
l. Memperoleh p.ttdiaiUt luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan

p"*"lit 
"taan'kesejahteraan 

sosial khusus bagi anak penyandang cacat;

m. Mendapat perlindrJngan dari kelu ff+&, masyarakat dan pemerintah daerah

terhadap perlakuan- diskriminasi dan ekploitasi baik secara ekonomi

maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan,

ketidakadilan dan perlakuan salah lainya;
n. Memperoleh perlindungan dari keluarga masyarakat dan pemerintah serta

p"*".irrt h daerah terLadap pengaruh buruk tayangan TV, siaran Radio'

formal atau non

kemampuan,

formal bagi



dan media masa lainnya yang menyiarkan percakapan porlo dan

semacafirnya ataupun tayangan I t"y"ttg.rt porno dan tindak kekerasan

yang tidak patut untuk ait*rat dan didengar oleh -"t"1. yang dapat

menggangg, p"tt rmbuhan dan perkembangan mental dan kejiwaan anak

secara wa3ar, serta yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan

tindak pidlna yang dilarang oleh perundang - undangan;
o. Mempeioleh plrliidungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik'

pertiUatan daiam *"rrg["t* bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial,

pelibatan dalam periJtiwa yang mengandung unsur kekerasarl pelibatan

dalam peperangan sasaran penganiyaan, bentuk-bentuk pekerjaan

terburuk;
p. Mendapatkan ASI (Air Susu Ibu )

q. Memperoleh hak-hak lainnYa
undangan.

Eksklusif sebagai Prioritas; dan
sesuai dengan peraturan perundang

Pasal 5

(1) Anak korban kekerasan pelecehan seksual, penderita HIV dan AIDS atau

korban perdagangan Oiang berhak mendapatkan -perlindungan 
dari

pemberit."r, ,i"ail *""" Uiit elektrik maupun cetak untuk menjamin

masa dePan anak;
(2) Anak korban kekerasan, pelecehan seksual, penderita YIV dan AIDS atau
'-' korban p"ra"g."g"r, or"rrg berhak mendapatkan perlindungan dari stigma

ne gatif, pen gu"cilin dan di Jkriminasi d ari masyarakat dal-_lingkun gannya ;

1S) en"ak li"tU"i, kekerasan, pelecehan seksual, penderita HIV dan AIDS atau

korban perdagangan orang berhak untuk mendapatkan layanan gratil
berupa : perariatair medis hedicolegal bantuan hukum dan rehabilitasi

berupa laYanan Psikologi ;

(a) Anak beikonflik hukum berhak mendapatkan prioritas untuk disversi,

bantuan hukum dan dukungan dalam proses asimilasi.

Pasal 6

peran serta Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak-hak anak dilakukan

sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah'

Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk:

Menghormati orang tua,wali dan guru;
Uenlintai keluargq masyarakat dan menyayangi teman;

Mencintai tanah air, bangsa dan n'egata;
Menunaikan ibadah sesuai ajatan agamanya ;

Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia ; dan
Melaksanakan kewajiban belaj ar sesuai tingkat pendidikannya'

a.
b.
c.
d.
e.
f.



BAB TV

PENTELENff}ARAAIT PERLIITDUNGAIT AI{AK

Bagian Kesatu
Perliadungan Aaak bagi Anak dalan Kandungan

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban

memberikan perlindungan anak bagi anak dalam kandungan sesuai

dengan peraturan perundang - undangan;
(2) perlftdgngan Anak bagi anak dalam kandungan meliputi;

a. Pemberian Imunisasi lengkap bagi ibu hamil;
b. Pemberian makanan betgizi bagi ibu hamil;
c. Pemeriksaan kandungan ibu hamil secara berkala;
d. perlinduntan terrraaa:p obat - obatan yang membahayakan anak dalam

kandungan; dan
e. Perlindungan terhadap upaya dan tindakan aborsi yang bertentangan

dengan peraturan perundang - undangan'

Bagian Kedue
Perlindutrgan Anak Bagr Anak Balita

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah LSM/Orsos masyarakat dan keluarga berkewajiban

memberi perlindingan terhadap anak balita sesuai dengan peraturan

perundang - undangan.
(2) i?erlindun[an anak bagi anak balita meliputi:

a. pemberian makan irb.rg'ri dan imunisasi dasar yang lgngkap;

b. Stimulasi, d.eteksi dini din intervensi dini tumbuh kembang anak serta

program Pendidikan anak usia dini;
c. benlediaan tempat bermain dan penitipan anak;
d. Pemberian Program anak asuh; dan
e. Penerbitan akte kelahiran.

(3) Perlindungan anak bagi anak batita dapat dilaksanakan melalui model
panti Sosial Taman renltipan Anak (PSTPA) dan kelompok bermain'

(4) pSTpA a"t l"t",, kelomp& bermain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 )

adalah yang telah mem"nuhi persyaratan sebagai berikut:____

a. Telah terdaftar dan *"ttarp"t rekomendasi dari SKPD terkait di

Kabupaten;
b. Memiliki sumber Daya Manusia dan sumber daya yang memadai untuk

mengelolaPSTPAdanlataukelompokbermain;dan
c. Memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pelayanan di

PSTPA dan /Atau kelomPok bermain'

Pasal 1O

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bag anak balita mencakup

pengasuhan dan perawatan, pendidik"t,. bimbingan agama, bimbingan

psitcimotorik, bimtingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan

icreatifitas, daya cipta, ftkreasi, blrmain kelompok dan pelayanan kesehatan'



Bagian Ketiga
Perllndungan Anak Bagi Anak Usla Sekolah

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah LSM/Orsos, masyrakat dan keluarga berkewajiban

memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan

peraturan perundang - undangan.
(2) i'erlindungan anak bagi anak usia sekolah meliputi:

a. Mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga
b. Mendapat bimbingan agama;
c. Mendapat pelayanan pencegahan, perawatan

kesehatan;
dan dapat

lingkungan
yang ramah dan kondusif;

e. Program bea siswa;
f. Program anak asuh dan bimbingan konseling; dan
g. renJreaiaan tempat bermain dan berola1, ragayang memadai.

(B) Setiap orang daniatau pihak manapun wajib melindungi anak
' ' 

sekol,ah dari- tindakan k&erasan dilingkungan keluarga, sekolah

masyarakat.

Bagian KeemPat
Perlinduogan Anak bagi Anak terlantar

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan - masyarakat berkewajiban
memberikan perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan

peraturan perundang undangan.
(2) Ferlindungan anak- bagi anak terlantar yang orang- tuanya tidak

mempunyar kemampr"n- dan kemauan memelihara anak dilaksanakan
melalui bentuk pelayanan panti dan non panti'

(3) Bentuk pelayanan panti sebagaimana di -maksud ayat {2) dilaksanakan
oleh Rumah Perlindungan enak (RPA) dan Panti sosial Asuhan Anak
(PSAA) baik milik pemerintah Daerah manpun masyarakat.

(+) bentuk pelayanan'rro, panti sebagaimana dimaksud ayat (21 dilaksanakn
dalam lingkungan atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga'

(5) RPA aan lSnn milik masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut;
a. Telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait di

KabuPaten;
b. Memiiiki sumber daya manusia dan sumber daya yang memadai untuk

mengelola RPA dan PSAA;
c. Memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam pedoman

pelayanan RPA dan PSAA

Bagiaa Kelima
PerlindunganAnakbagiAnakyangmemerlukan

Perlinduogan Khusus

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat

berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak
yang memerlukan perlindungan khusus

dan rehabilitasi

d. Mendapat pendidikan wajib belajar 9 ( sembilan ) Tahun
*.rry.b"aikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh

usla
dan



(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat- (1) diberikan
'-'k pad" ""nrt dalam situaJi darurat, anak yang berha{apan dengan

hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang

diekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang

dipeidagangkarl, anak yang menjadi k9.F* penyalatrq,rl**, narkotika,

aliloholl pJitotiopika, dan zat Ldiktif lainya ( NAPZA), anak korban
penculilan, p"Or"fan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik
dan atau menial, *rr"k yang menyandang cacat, dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 14

(1) Perlindungan khusus bagr anak korban perdagangan, penculikan dan

penjualan-anak sebagaimana dimaksud dalam pasal L3 ayat (2) dilakukan
melalui upaya pengawasan perlindungan, pencegahan perawatan dan

rehabilitasi oleh pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya

perdagangan anak, sebagaim*tta ai*aksud pada ayat (1) Pgryerintah

Bersama Daerah bersama sarna dengan kepolisian, kejaksaaan,

pengadilan, masyarakat, LSM dan Organiiasi sosial lainnya mengambil

Langkah-langkah berrrPa :

a. Dilakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun reprensif dalam

upaya *"t^t""nakan tindakan pencegahan dan penghapusan
perdagangan anak;

b. Melak"rrri.k n sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan,

penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;

c. Melaksanaka"n kerjashmi *"t* daerah maupun de1g1n negara lain
yang bersifat regi6nal maupun internasional melalui forum bilateral
maupun multilaleral yang dilakukan melalui pertukaran informasi,

kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang

undangan.
(3) Setiap or"ng dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan
' ' 

perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

(1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjullan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) berhak memperoleh perawatan dan

rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial'
(2) perlindungan iagi #ak korban perdagangan anak sebagaimana anak

dimaksud dala"m pasal 13 ayat tit dilaksanakan melalui rumah
perlindungan sosial anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak

iainnya, t i"t"tri rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat'
(3) Bentuk perlindrr[* sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan

' bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen

khusus tetapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum'
kegiatan rekreatif edukatif, rujukarr kepada layanan lainnya sesuai

kebutuhan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi
anak korban tindak kekerasan.

(2) perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara

terpad"u oleh pernerintah Daerah, Kepolisian, masyartkS!, LSM dan orsos

v""g diwujudkan dalam suatu wadatr yang ditetapkan oleh Bupati'



Pasal 17

(1) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu
' ' pelayana:n sosial dasar, perrbidikan, bimbingan agama, pelayanan

Lesehatan, konseling, psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif

edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan.

(2) Setiap orang dan/atau pihak m*raprrn dilarang melakukan tindakan
kekerasan terhadap.r"t sebagaimarra dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat keluarga dan orang tua wajib melindungi
anak dalam situasi darurat.

(2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa
' 'p"*Lrruhan -k brt h*t da"at yang terdiri atas pelayanan sosial

h""u"r,p"rrdidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling
psikoiog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 19

(1) perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud aaUm pasal 13 ayat (2) meliputi anak yang

berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan

kewajiban dan Ianggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan,

eengidilan, Orang tua, Keluarga Dan Masyalakat'
(2) perlindungan Kliusus Bagi anak yang berhadapan dengan hukum

sebagai*irr" dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui.
a. perlakuan atas anak s""u.rl manusiawi sesuai dengan martabat dan

hak-hak anak
b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi

terhadap perkembangan

hubungan dengan orang

tua atau keluarga; dan
g. perlindungan dlri pemberian identitas melalui media masa dan untuk

menghindari liberalisasi.
(3) Perlindrlngan khusus bagr anak yang menjadi korbal tindak pidana

sebagai**r. dimaksud pada ayat(l) dilaksanakan melalui;
a. U[aya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;

b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa

din untuk menghindari liberalisasi;
c. pemberian jamiian keselamatan bagr saksi korban dan saksi ahli, baik

Iisik, mental,mauPun sosial; dan
d. pemberian aksesibilitas untuk mend.apatkan informasi mengenai

perkembangan Perkara-

Pasal 2O

(1) Perlindungan kusus bagi anak yang diekploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual sebagaim*n" ii*atsua dahm pasal 13 ayat (2) merupakan

kewajiban dai tanggung jawab pemerintah Daerah, Orang Tba, Keluarga

dan Masyarakat.

anak;
e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus

anak yang berhadaPan dengan hukum;
f. pemberian jaminan untuk mempertahankan



(2) Perlindungan khusus bagi anak yang diekploitasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan melalui:
a. Penyebarluasan dan /atau sosialisasi peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan perlindungan anak;
b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi ;dan
c. pelibatan UeiUagai instansi pemerintah, Perusahaan, Serikat Pekerja,

LSM dan ,nr"y Lk"t dalam penghapusan Ekploitasi telhldap **:
(3) Setiap orang d#7atau pihak-m"tt"putt dilarang melakukan ekploitasi

ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1)

Pasal 21

(1) Perlindungan Khusus bagi anak dari kelompok minorifq dan terisolasi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (21 dilakukan melalui
p.rry6di""r, sarana dan pr"s^rarra untuk dapat menikmati budayanya

sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan

menggunakan bahasanYa sendiri.
(2) Setiap orang dan/atau pifrrf. manapun dilarang menSlr{a1g-halangi anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) untuk menikmati budayanya sendiri,

*"rr[rk i dan melakianakan ajaran agamanya, dan menggun4"'
bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunalr masyarakat

dan budaya.

Pasal22

(1) perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi tg.Ib?-" ge.nyalahguqTl
Narkotika, alkohol, psifotropika, a"t zat adiktif lain (NAPZA)

sebagaimana dimaksuh dalam pasal 13 ayat (2),- dan terlibat dalam

p"*ik"i"rr, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui Lrpaya

pengawar.rr,'p"rrcegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah

Daerah dan MasYarakat.
(2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengEa, ' *"rr"l*patkan, membiarkan, melibatkan, - 

menJruruh melibatkan anak

dalam penyal,ahgunaan, produksi dan ditribusi NAUA sebagaimana

dimaksud aYat (1)

Pasal 23

(1) Perlindungan Khusus Bagi anak yang menyandang
dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) melalui upaya:
a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan

cacat sebagaimana

martabat dan hak

anak;
b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan Khusus; dan
c. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk

mencapai ittt"grit * sosial sepenuh mungkin dan mengembangkan

individu.
(2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak

dengan *"rrg*baitcan panaangan mereka _secara diskriminatif, termasuk
labelisasi dan penyetaraan arfa* pendidikan bagi anak-anak yang

menyandang cacat.

Paeal 24

(1) Perlindungan Khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 13 ayat (21 dilakukan melalui pengawasan,



pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan

Masyarakat.
(2) Setiap orang dan/atau pihak manapnn dilarang menempatkan,
' '*"*Liarkan,irelibatkan, men5ruruh melibatkan anak dalam situasi

perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Bagian Keeaam
Pemaliaa

Pasal 25

(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau

tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya, makS seseoralg atau

badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali

dari Anak yang bersangkutan ;

(2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat
melalui penetaPan Pengadilan;

(3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama
anak;

(4) Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta milik anak yang

bersangkutan;
(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sesuai dengan

peraturan perundang - undangan yang berlaku'

Pasal 26

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dap?l_ mewakili anak

yang *"tit rtari perbuatan hukum, Uait aia*am maupun diluar pengadilan

untuk kepentingan yang terbaik bagi anak'

Peeal2T

Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali,

maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta
peninggalan atau llmbaga lain yang mempr.rnyai kewenangan untuk itu'
b**i E-arta peninggalari atau ie*bu.g" lain sebagaimana-dimaksud pada

*v"t (t) beriindaf sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan

(1) dilakukan

yang dianut

(1)

(21

anak.
(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus

mendapat PenetaPan Pengadilan.

Pasal 28

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang
' 'terb}k bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat

dan sesuai d"ttg"tt peraturan perundangan - undangan yang berlaku'
(2) Pengangkatan "rr"t 

tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang

diangkat dan orang tua kandungnya.
(3) Calon orarlg tua a:ngkat Wajib l"agam" dengan agama yang dianut oleh

calon anak angkat.
(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan
' 'sebigai upaya terakhir """u"i dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
(5)"Dalim hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan

dengan agama mayoritas penduduk setempat'



Pasal 29

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada' ' *"t genai asal usul dan orang tua kandungnya'
(2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandung

memperhatikan kesiapan mental anak.

anak angkatnYa

dilakukan dengan

BAB V
I(EtrIA.'IBA!T DAN TAN(X}UI{G JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3O

Pemerintah Daerah, Masyrakat, Keluarga, dan Orang T\ra berkewajiban dan

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan anak'

Bagian Kedua
KewaJiban dan Tangguag Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 31

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

(1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak t lp. membedakan' ' 
*ut rr, agarna, ras, gol6ngan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,

status aiak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Menjamin Perlindungan, Pemelihataarl dan kesejahteraan anak dengan
'-' *"riperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang

se""ia hukum bertanggung jawab terhadap anak'
(3) Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak'

i+i nf"":""min anak ,*t t mempergunalian haknya dalam menyampaikan
' ' p"ttd"pat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak'

Bagiaa Ketiga
Kewqiiban dan tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 32

Kewajiban dan Tanggung jawab Masyarakat terhadap perlindungan anak

dilaksanakan melalii t<#atan Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan

perlindungan anak.

Bagian KeemPat
KewaJiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan orang Tua

Pasal 33

(1) Orang tua berkewqjiban dan bertanggung jawab untuk:
a. UJtinaungi, mengasqh, memelihara dan mendidik anak;
b. Menumbu'h kem6angkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan

minatnya ; dan
c. tvtencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak'

(2) Dalam HJ orani t"* tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau
karena suatu *Jb"b, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud



pa(da ayat (1) dapat beralih kepada keluarga
dengan peraturan perundang-undangan'

yang dilaksanakan sesuai

BAB VI
PENGAUTASAI{

Pasal 34

(1) pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh

instansi yang berwenang.
(2) Mekanisme i"trg"*.sarisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Bupati.

BAB VII
I(ETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal t2 ayat (3), Pasal 14 ayat (3)'

pasal t7 ayat (2)] pasal-io avat ( 3)l pas{ 2r avat (2), p39al 22 avat (21'

pasal 28 ayat'{b1," pasal 24-ayat (2) dipidana dengan pidana kr'rrungan

p"tirrg lama 3 1a6d bulan "t*u denda paling banyak Rp. 5O'oOO'O0O,-

(lima puluh juta ruPiah)
(z) findak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah.pelanggaran'

isj s"r"i" tindak pid;; sebagaimana dimaksud pada ?y1t -(1)- 
tindak pidana

lain yang mlngakibatkan tanggungiawabnya hak-hak anak akan

dikenakai pidanl sesuai dengan peraturan pemndang-undangan'

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan peraturan daerah ini dibebankan

kepada Rnggarai Pendapatan dan Belanja baerah (APBD) Kabupaten Tana

Tidung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat'

BAB IX
KETENTUAN PETTYIDIKAN

Pasal 37

(1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas -tindak 
pidana

sebagaim"rr"' di*rt"Ld dalam Pasal 35 dapat juga dilakukan oleh

penyidik p.S"*"i 
- 
t .g.ti sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah

yang p"rrg.rrgt atannla ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
1Z) nahm- Melaksanakan T\rgas Penyidikan, Ptr& pejabat Penyidik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1-) berwenang:
a. Menerima laporan atau pingaduan dari seseorang tentang adanya

tindak Pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan

melakukan Pemeriksaan;
c. Menginterogasi seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;



1.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan

pemeriksaan Perkara;'Mengadakan - 
penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

p"nyiA* umum 6un*u tiAat terdapat cukup bukti, atau peristiwa

tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui

penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Llmum,

tersangka atau keluarga;
vt"rrg"i"t "n tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.

BAB X
I{ TTNTUAN PTNUTUP

Pasat 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang

teknis p.t"t 
"".taanya 

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati'

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

c,t,'

h.

Agar setiap orang
Daerah ini dengan
Tidung

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
penempatannya dalam Lembaran DTerah Kabupaten Tana

TANA TIDUNG TAHUN 2013 NOMOR

Owner
Typewritten text
ttd

Owner
Typewritten text
BUPATI TANA TIDUNG

Owner
Typewritten text
H. UNDUNSYAH

Owner
Typewritten text
ttd

Owner
Typewritten text
Ditetapkan di TidengPale

Owner
Typewritten text
pada tanggal


